V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendlitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengena pembelian kembali saham perusahaan melalui
pasar modal dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perlindungan investor dalam
pembelian kembali saham pada situasi pasar yang normal dan pada situas
pasar yang berpotens krisis. Pada Situasi pasar yang normal, peraturan-
peraturan yang relevan dengan masalah perlindungan invetor dalam transaksi
pembelian kembali saham adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Moda dan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 tentang Pembelian

kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Sedangkan pada Situas pasar yang berpotens krisis yang berlaku adalah
Peraturan Bapepam XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Yang
Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang
Berpotensi Krisis.Dengan diberlakukannya Peraturan Bapepam X1.B.3, maka

pasar modal Indonesia mengenal adanya pembedaan pengaturan mengenai
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aks pembelian kembali saham yang dibedakan berdasarkan situas pasar,

yaitu situasi pasar yang normal dan situasi pasar yang berpotensi krisis.

. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam pembelian
kembali saham melalui pasar modal yaitu pertama-tama dilihat dari kegiatan
pasar modal yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan-
kegiatan di bidang perekonomian lainnya. Karakteristik yang paling menonjol
dalam kegiatan pasar modal adalah sangat pentingnya peranan informasi.
Peran informasi dalam aktivitas transaksi saham di pasar modal sangat
strategis. Informasi ibarat aliran darah yang mengirimkan energi ke setiap
komponen pasar untuk tetap melakukan aktivitas secara normal. Jika distribusi
informasi macet, maka kegiatan transaksi saham bisa stagnan karena pelaku
pasar tidak mendapatkan input untuk melakukan eksekusi, tidak ada informasi

yang bisa dijadikan acuan untuk membuat keputusan beli atau jual.

Selain aspek informasi, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam masalah
perlindungan investor adalah tentang pengambilan keputusan dalam
pengurusan perseroan. Perseroan adalah suatu bentuk yang abstrak sehingga
untuk menjalankan usahanya perseroan memerlukan adanya organ perseroan
yang bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi
dengan diawasi oleh komisaris. Dalam hal ini, investor atau pemegang saham
harus dilindungi dari pengambilan-pengambilan keputusan atau tindakan yang
tidak bertanggung jawab oleh direksi perseroan yang akhirnya dapat

menimbulkan kerugian bagi perseroan. Jadi, dari uraian ini penulis
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menyimpulkan bahwa ada tiga aspek yang harus dipenuhi dalam perlindungan

investor, yaitu:

a. Jaminan bahwa investor akan memperoleh equal treatment dalam akses
informasi dan mencegah terjadinya pemanfaatan dan penyebaran
informasi material yang belum tersedia untuk umum oleh orang dalam;

b. Jaminan bahwa segala informasi yang diterima oleh investor adalah
benar dan bebas dari segala unsur manipulasi;

c. Perlindungan dari pengambilan keputusan atau tindakan kepengurusan
yang tidak bertanggung jawab oleh mangemen perseroan yang dapat
menimbulkan kerugian bagi perseroan dan mengganggu jalannya

kegiatan pasar modal.

B. Saran

1. Pemerintah harus dengan tegas mengawas pasar modal dengan memberikan
jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan di pasar
modal terutama perlindungan bagi investor berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena yang terjadi selama ini
investor kurang mendapatkan perlindungan yang pasti dan benar-benar efektif.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 perlu diamandemen agar Iebih banyak

dan lebih jelas mengatur mengenai perlindungan investor.



